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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kega (RENJA) Tahun 2022 Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran ini dapast
discleswkan sesumi dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) imi merupakan penjabaran dan Rencana
Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pangandaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
(RPJMD) Kabupaten Pangandaran, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dacrab, Permturan Menten Dalam Nepgen
17 Tabun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemernintah daernh Tabum
2022.

Kami sangal menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masth jauh dan sempuma.
Untuk itu kami mengharspkan masukan dari berbagai pihak derm kesempurnaan
Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan scbagm pedoman dan dasar peniluian
pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinos Komunikasi, Informatika, Statisuk dan
Persandian Kabupaten Panganduran tabun 2022,

Semoga Penyusunan RENJA ini bermunfant bagi Dines Komumkasi, Informatika,
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NOMOR : 050 /oM A/DKISP/2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMURNIEASI, INFORMATIEA,

STATISTIK DAN PERSANDIAN

EABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan vang

terarah, berkesinambungan dan bertanggung jawab maka
perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan
tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan
Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evalussi Rancangan Peratursn Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD dan RKPD, maka Rencana Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Pangandaran Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Kepurusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentang
Pengesahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi,
Informatika, Statisik dan Persandian Kabupaten
Pangandaran Tahun 2022,



Mengingat

2 1
. -

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 4286);

Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembamn Negam Republik
Indoneaia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoar 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negama Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah,
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

11.

12,

13.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
pembaruan darn Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau  Stabilitas Sistern  Keuangan  serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);



14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomaor 80);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Discase
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249,

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan



Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Venfikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsai Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
{(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 87);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 8);

27 . Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun



2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15};

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-202]
{(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

Nomor 3);

29 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24

Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 Nomor 24);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3]

31.

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
sehagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomaor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 3);

32, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5§;



33.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65
Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian;

36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 52);

37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2022 [Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35});

38. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja (Remja) Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 41).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETICA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistk dan Persandian Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Renja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Pangandaran ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dionjau
kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 09 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

ST., M.Dev.Plg
speribina Tk. I, IV/b
P. 19720106 199803 1 002




BAB 1
PENDAHULUAN

L1, Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD umtuk penode satu (1)
tahun, yang memuoat kebijukan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung olch pemenntahan dacrsh maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masvarakat. Renja SKPD merupakan scbuah dokumen rencana
resmi dacrah yang dipersyaratkan untuk mengarghkan program dan kegiatan
pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renpn SKPD
memiliki fungst vang sangat fundamental dalam sistem perencansan dacrah, karena
Renja SKPD merupakan produk perencansan pada unil organisasi pemenntah
terenduh dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada
masyarakal yang merupakan tyuan ulama penyelenggaman pemenntahan dacrah.
Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelavanan
pada publik.

Proses penyosunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja
SKPD dengan mengumpulkan pengolshan data dan informasi. Menganalisis
gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelengpaman tugas
dan fungs: SKPD schinggs peromusan tujusn dan sasaran yang  dihasilkan
berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Rensta SKPD
vang didasarkan pada penelsahan mncangan awal RKPD. Selanjuinyva menpadi
perumusan kegiatan prioritas vang juga didasarkan kepadn penclashan usulan
kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, ndatah scbagan berikut:

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD,

b. Rumusan program/kegintan di dolam Rema SKPD didesarkan atns
pertimbangan urutan wrusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah
indikatif masing-masing SKPID),

c. Penyusunan Renja SKPD bulan kegiatan yang berdini sendin, melainkan
merupakan mogkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD,
serta merupakan bagian dari rmngkmian kegistan penyusunan APBD,

d Rumusan program/kegiatan &i dalam Remju SKPD didasarkan stas
pertimbangan wrutun urusan pelavanan wajib/pilihan pemernntuhan dacnib
yang memerlukan prortas pensnganan  dan mempertimbangkan  pagu
mdikatif SKPD,



L1

¢ Program dan kegiatan yang direncanokan memunt tolak ukur dan target
capaian kinerjakeluamn, binya satuan per keluaran, total kebuiuhan dana,
baik untuk hun n dan whun n+1.

Keterknitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstrn SKPD
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Remja SKPD
merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen dacrah
yang ada & atasnys scperti RPIMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renjn SKPD
merupakan masukan utama bagi penvusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPIMD, bag
RKA SKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD.

Landasan Hukom
Pemutuman Perundang-undangan yang melatnrbelakangm penyusunan Renja
tahun 2021 adalab :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negam (Lembaran
Negam Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaman Negara
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negars Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara
Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomar 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemenmah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2004 Nowmor 126, Tambahan Lembarn Negasa Republik Indonesia Nomor
4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangks
Panjang Nasional 2065-2025 (Lembaran Negam Republik Indonesin Tabun 2007
MNomor 126, Tambahan Lembarnn Negarm Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tenlang Pemenntahan Dacmhb (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaman Negam
Republik Indonesia Nomar 5587) sehagaimana telah beberapa kali diubah terukhir
dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinishan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor
S679);

. Persturun  Pemenntzh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagmn  Urusan

P



Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembamn Negam Republik Indonesia Nomor 4737),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dactah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tembahan Lembaran Negnra
Republik Indonesia Nomor 4817),

9. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887),

10, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kevangan acmah
(Lembamn Negara Republik Indonesia Tahua 2019 Nomor 42, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan
Pemerntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembamn Negam
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negam Repablik
Indonesia Nomaor 6402},

I3 Persturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemenntah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemuliban
Fkonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijukan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Discase 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadap
Ancaman Yang Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atsu Stabilitas Sistem
Kevangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembamun Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomaor 6542},

14. Perslumn Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Intansi Pemerintuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

I5. Pernturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaisn Tujuan
Pembangunan Berkelwnjutan (Lembaran Negars Republik Indonesis Tahun 2017
Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tenlang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negamm Repubhik
Indoncsia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan  Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cam
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cam Evaluasi
Rancangan Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Dacrah dan Rencana Pembangunan Jungks Menengah Dperah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan
Jangks Menengnh Dacrah, dan Rencana Kerja Pemenntah Daecrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomaor 1312),

I18. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informas:
Pemerintah Dacrah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Duerah
(Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447},

20. Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 & Lingkungan Pemerintah Dacrah (Benita
Negarn Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor 249);

21, Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 39 Tabun 2020 tentang Pengutamann
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegintan Tertentu, Perubahan Alokesi, dan
Penggunann Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolann Keusngan Dacrah (Berita Negama Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781},

3. Keputusan Menteri Dalism Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hosil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah,

24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Provinsi Jawa Barat Tabun 2005-2025
schagaimana telah divbah dengan Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Bamt Nomor 24
Tahun 2010 tentang Perubahan stas Peraturan Daerah Provinst Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Provis: Jawa
Barat Tabun 2005-2025 (Lembaran Daemh Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor
24 Sen E, Tambahan Lembaran Daerah Provins: Jawa Barat Nomor 87);

25. Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Bamat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Dacrah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2009 Nomor 6 Sen E, Tambahan Lembarun Daeruwh Provingi Jawa Barst Nomor
87

26. Permturan Dmerah Proving Jawa Bamat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencans
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Provinsi Jowa Barat Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawn Baral Tahun 2019 Nomor 8);

27, Peraturan Daeruh Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaman Tahun 2016-2025



(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupsten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 13),

28 Peraturan Dacrah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daemh (RPIMD) Kabupaten Pangandaran Tahun
2016-2021 sebagaimana elah diubah dengan Pemturan Dacah  Kabupaten
Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tenlang Perubahan Atas Pemturan Dmemah
Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Ducrsh (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tabun 2016-2021
(Lembaran Dacrah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);

29 Persturan Dacrah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tabun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daemh (Lembaran Daermmh Kabupaten Pangandamn
Tahun 2016 Nomor 24);

30. Peruturan  Dacrah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 lesiang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Dacmh Kabupaten Pangandaran
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaien
Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangknt
Dacrah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daemb Kabupaten Pangandaran Tabun
2019 Nomor 10};

31. Peraturan Dacrah Kabupaten Pungandarsn Nomor 3 Tahun 2018 tentung Rencana
Tata Rumng Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038 {Lembamn
Dactah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomot 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandamn Nomor 3},

32 Peraturan Dacrah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 fentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Lembaran
Dacmah Kabupaten Pangandaran Tabun 2020 Nomor 5);

33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 entang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi serts Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemennteh Kabupaten Pangandaran scbagaimans telsh divbah dua kah terakhur
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Pematuran Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungs:, Susunan Organisasi serta Tata Kerjo Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Pangandaran;

34. Peraturan Bupat Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanzaan
Peraturan Dacrah Kabuapicn Pangandaran Nomor 24 Tabun 2016 tcniang Sistem
Perencanaan Pembangunan Dacrah (Berita Daermh Kabupaten Pangandaran Tahun
2017 Nomor 53);
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35. Peraturan Bupati Pangandaman Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubshan Atas
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Dinas Komumikasi, Informatika, Stanstik dan Persandian:

36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 wentung Penjubaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrsh Kabupaten Pangandarmn Tahun 2021 (Benta
Duerah Knbupaien Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82);

37. Persturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tabun 2021 lentang Rencama Kera
Pemenntah Dacmh Kabupaten Pangandaran Talum 2022 (Benta Dacrah Kabupsten
Pangandamn Tahum 2021 Nomor 35);

38 Pemnturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
(Renja) Peringkat Dacrah Kabupaten Pangandaran Tabum 2022 (Benta Ducrah
Kabupaten Pangandaran Tabun 2021 Nomor 41),

Maksud dan Tujuan

Maksud dan disusunnya Rencana Kena Dinas Komumikas:, Informatika,
Statistik Dun Persandion Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 adalah untuk menjadi
pedoman scgenap stakeholder dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Komumikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupatlen Pangandamn.

Tujuan dari disusunnya Rencann Kerja Dimas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran adalah agar penyelenggaraan tugms
pokok dan fungsi dalam bentuk program dan kegiatan dapat dilakssnakan sccara
efekuif dan efesien

Sistematila
Rencana Kerja Dinas Komumikasi, Informatika, Statistik dan Persandion
Kabupaten Pangandaran tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai benkut:

BAEl PENDAHULUAN

L Later Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAEBII HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASE
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN
LALU (n-2)
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BABYV

Evalunsi Pelaksamon Renja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Tahun 2020 dan capaian Renstra Dinas
Komumkasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Analisis Kinerja Pelayonan Dinas Komunikasi, Informatika
Statistik dan Persandian

Isu-isy  penting penyelenggnraan  togas dan  fungsi  Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

TUIUAN DAN SASARAN DINAS  KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian

Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN  PENDANAAN  DINAS

KOMUNIKASL, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
FERSANDIAN

PENUTUP
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Resja SKFPD Tahun Lale (tahun o-2) dan Capaian
Renstra SKPD

Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran terhadap kinerja kegratan
antara indikator yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan
kinerja yang divkur adaloh Penctapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Berdasarkan hasi
evalussi Pengukuran Kinerja Kegintan maka dapat diketahui tingkst kinega
kegiatan pada masing-masing indikator yanp telah ditetapkan pada Dinas
Komunikasi, (nformatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun
2020,

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksansan Rencana Kepa tahun 2020
pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiun
anggarannyn diperuntukkan Belanja Pegawm dan Belanpa Langsung vang terdin
dari Belanja langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib

Anggaran Dmas Komumkasi, Informatika, Statistik dan  Persandian
Kubupaten Pangandaran pada tahun anggaran 2020 untuk belanja langsung sebesar
Rp 1.552.500.758,- pencapaian 92,89 % yang dijabarkan melalui 7 Program dan
33 kegiatan yaitu sebagai berikut:

. Program Pelavanan Administrasi Peskantoran
Pada prinsipnya program pelayanan admimstrasi perkantoran sudah
sesual dengnn progmm kegintan dengan persentase fisik anggiran
8129 % dengan anggaran Rp. 424 881 394 - dengan realisass Rp
345418138 -

Program Peningkatan Sarann dan Prasarana Aparstur
kebutuhan kantor dengan persentase fisik anggamn 93 48 % dengan
anggaran scbesar Rp. 203.638.264 - dengan realisasi Rp. 190.376 384 -
3. Program Peningkatan Pengembanpan Sistem  Pelaporan  Cupaian
Kinerja dan Kevangan
Pelaksansan kegiatan pada program pemngkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian Kinerga dan keuangan werlaksana denpan baik dengan
persentase fisik angearan 100 % dengan anggaran Rp, 83.200 00 -
dengan realisasi anggaran Rp 83.200.000 -

(B



4 Program Pengelolaan Aplikasi Informatiks
Pelaksanaan kegiatan pada program pengelolaan aplikasi mformatika
sesuai kebutuhan kantor dengan persentase fistk anggaran 97,90 %
dengan anggaran sebesar Rp. 752.298900- dengan realisasi Rp.
736.502 424 -

5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pelaksanasn kegiotan pada program pengelolgan informas:  dan
komunikasi publik sesusi kebutuhan kantor dengan persentase fisik
anggamn 9750 % dengan anggaran scbesar Rp. 70.130.000 - deagan
realisasi Rp. 68.382.050 -

6. Progmm Pengembangan Data/Informasi/Statisuk Daerah
Pelaksanaan ~ kegiatan  pada progmm  pengembangan
persentase  fisik angearan 100 % dengan anggaran sebesar Rp.
952.000,- dengan realisasi Rp, 952.000 -

7. Progmm Kemanan Informasi dan Persandian
persandian terlaksana dengan baik dengan presentasi fisik anggaran
100% dengan anggaran sebesar Rp. 17.400,000,- dengan realisasi Rp.

12 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinega Dings Komunikasi, Informatikn, Statistik dun Persandian
untuk dapat mencapa tujuan dan sasamn pembangunan yang telah dictapkan
periu ditentukan  strategi dan armh kebijakon yang ukan ditempub una
mewujudiannya
Strategi yang akan ditempuh guna mewujudkan cita-cita pembanguman
dalam bidang komumkas: dan informatika, statistk dun persandian antara lain ;
1. Penerapan  e-government  untuk  mendukung  bisnis  proses
pemenniahan dan pembangunan yang sedechana, efisien, transparan
dan terintegrasi. Pembangunan pengembangan aplikasi pemerintahan
pada sctiap bisnis proses pemenintahan yang tenniegrasi safu sama
lainnya adalah scbagai upayn menghadirkan proses yang sederhana
dan ecfisien schingga dapat meringankan Kkinerja aparsiur dan
mendorong meningkatnya produktifitns Kinega
2. Penggunaan aplikasi memang rentang terhadap tangan-tangan jahat
dan penyusup maka dan itu perfu adanya pengamanan sistem



4. Program Pengelolaan Apliknsi Informatika
Pelaksanaan kegiatan pada program pengelolaan aplikasi informatika
sesum kebutuban kantor dengan persenmse fisik anggaran 9790 %
dengan angpaman sebesar Rp, 752298 900- dengan realisasi Rp
736.502.424 -

5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pelaksannan  kegiatan pada program  pengelolnan informasi  dan
komunikasi publik sesumi kebutuhan kantor dengan persentase fisik
anggaran 97,50 % dengan anggaran sebesar Rp. 70.130.000,- dengan
realisasi Rp. 68,382.050.-

6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statisuk Daerah
Polaksanaan  kegiastan  poda  progmm  pengembangan
data/informasi/statistic  dacrah  sesuai  kebutuhan  kantor dengan
persentase fisik anggaran 100 % dengan anggaran scbesar Rp
952 000, - dengan realisasi Rp. 952.000 -

7. Program Kemanan Informasi dan Persandian
Pelaksanazn kegiatan pada program keamanan informasi  dan
persandian terdaksana dengan batk dengan presentasi fisik anggaran
100% dengan anggaran sebesar Rp. 17.400.000 - dengan realisas: Rp.
17.400.000,-

“abel

— ==
22  Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
untuk dspal mencapar tujuan dan sasarun pembangunan yang telah ditetapkan
perlu ditentukan strategi dan arah  kebijakan vang akan ditempuh guna
mewnjudkannya.
Strategy vang akan ditempuh guna mewujudkan cila-citn pembangunan
dnlam bidung komunikasi dan informatiks. statistik dan persandian antara lain
|. Poncrapan c-government untuk mendukung  bisnis  proses
pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, cfisien, transparan
dan tenntegrasi. Pembangunan pengembangan aplikasi pemerintahan
pada setiap bisnis proses pemennishan yang tenntegrasi ssty sama
lwnnys adalah sebegni upays menghadirkan proses yung sederbana
dan efisien schingga dapat menngankan kinerja aparatur  dan
mendorong meningkatnya produktifitas kinenja.
2. Penggunnan aplikasi memang reatang lechadap tangan-tangan jahat
dan penyusup maka dan itu perlu adanya pengamanan sistem
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dengan rancangan awal RKPD, hal wrsebut daput diperfihatkan pada table T-C
31 tentang rniview terhadap rancangan awal
Tatead 3% 31 B ". I[‘I.-—' B T .

Penclaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang desa, musrenbang RKPD di Kecamatan
maupun hasil musrenbang kabupalen diperoleh hasil babwa untuk SKPD Dinas
Komumkasi, Informatika, Statistk dan Perssndian ada progmm dan kegiatan
vang divsulkan dari pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan
pelayanan SKPD.

No

NIHIL




BAB 111
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3L TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah kebyjakan nasional pembangunan Teknologi Informas: dan Komunikas:
(TIK) adalah: Penciptaan layanan pos dan telematika yang efisien dan modermn umiuk
mendorong tereiptanya masyarakat berbasis informasi (kmowledpe based soctefy),
Pengembangnn e-f"rocurement, Pengembangan dan pencrapan Layanan Pengadasan
Secara Elektronik, Pengembangan e-govermment.

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, diammbkan pada pervujudan
penyelenggaman  komumkast dun informatika yang efektf dan efisien dengan
mengeunakan sumber dava scoptimal mungkin, mewwjudkan iklm perssimgan vang
schat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya saing di
tingkat global. Dengan harmonisasi peraturan janingsn telekomumkas: inler operator
diharapkan skan terjadi partisipasi aktif dan scktor swasin dalam meningkatkan
ketersedinan layanan dasar komunikasi dan informatika di seluruh penjury Indonesia
seperti telepon, siaran televisi, siaran mdio, surat knbar/majalah, media tradisional, pos,
intemet dan media komunikasi dan informatika yang lain melalu  komitmen
pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraannys.

Melalui program ini pemerinizh secara aktif mendorong pembangunan dan
pemerstaan  komunikasi dan  informatika, baik melalwi  penguatan  infrastrukiur,
layanan, dan kandungan mformas: untuk dapst menjangkay seluruh pelosok Nusantura,
schingga dapat dipergunakon segenap penduduk Indonesia untuk berkomunikas: dan
memperoleh informasi. Progam i juga diamhkan pada penguatan kapabilitas
masyarakal melalui serangkaian program peningkatan penclitian pengembangan TIK
berbasis lokal, program peningkatan pembangunan SDM TIK Indonesia untuk
meningkatkan apreasiasi dan partisipasi masyarakat tochadap pemanfaatan informas:
ini, schingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Adapun arah kebijakan provinst dalum pembangunan Teknologi Informas: dan
Komunikasi (TIK) adalah: Pembangunan spamstur pemerintah dan pelayanan sekior
publik mencakup penempan TIK untuk manajemen pemenntah dan wntuk layanan
pemerintah schagai bagian integral dari inisiatif Jawa Bart Cyber-Province, Untuk
menciptakan lingkungan yang kondusil bagi sekior swasta, inisintif E-procirement
perfu dilsksanakan untuk proses pengaduan barang don jasa pemerintah. Berkaitkan
dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional tersebut, Diskominfo
telah menyusun sejumlah progpum dan kegiatan yang selaras dengan amb kebijakan
pembangunan nasional dan propinsi di bidang propinsi yang tertuang dalam rencana
kegiatan 2014 bebempa diantaranya adalab: Pengelolaan dan Pemutakiiran Informasi
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Situs Web Pemkab Pangandaran Pengelolasn dan Pengembangan Hosting Web Server
Pemennizh Kabupaien Pangandaran, Kabupaten Pangandaran Cyvber, Penguatan dan
pengelolaan Siaran Televisi, Fasilitas Kegiatan Unit Layanan Pengadaan secar
Elektronik, Pengembangan Aphkasi Sistem E-Procurenment, Penyediaan Bidding
Room Trainer dan Layananan Pengpuna LPSE, Pengembangan Aplikasi Program E-
Plamning, Pengembangan Aplikast Program E-Contract, Pendampingan Implementasi
Sistem E-Proc, Penpembangan [-Busness Kabupaten Pangandaran.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Berdasarkan Rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Satisuk dan Persandian
Kab. Pangandaran Tabhun 2022, maks Dinas Komumkas:, Informatika, Statistk dan
Persandian mempunyai tujuan dalom Rencana Kerja sebagni berikut |

a Menmgkatkan pengetshuan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat,

schingga bisa mendukung semua program yang telah direncanakan dan

b. Memngkatkan kualitas pelayanan publik dan peayelengearaan Pemeniniah

Dacrah dengan sistem komunikasi dan informasi berbasis teknolog
mformas: modem;

¢ Terlaksananya penyusunan petunjuk teknis / pedoman dibidang komunikasi

dan informasi untuk menunjang peningkatan pelayanan pubhik yang baik
dan proporsional.

Uniuk sasarun yang akan dicapai dalam membenkan fokus penyusunan kegiatan
sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingsta
sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagar berikut |

a Meningkatnya pengetahuan kemampuan Sumber Daya Manusia spamtur dan

masyarakatl di bidang kominfo serte tegalin kerasama informas: dengan
media massa;

b. Memingkntoya pemanfast  teknologi  mformasi  untuk  kesejahicraan

masyarakatl diberbagn edang,

¢. Meningkatnya proféesionalisme dan kinera Sumber Daya Manusia Apamitur

3.3, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rancangan Program dun Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Stanstik dan
Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Angearan 2022 adalah sebagai benkut -
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotas
|. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
daerah
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* Penyusunan dokumen perencanaan perangkal dacrah
2. Kegatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
» Penyediaan paji dan tunjangan ASN
¢ Pelaksanaan Penatausahaan dan  Pengujian/'verifikasi  keuangan
SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Dacmh
* Penatausahaan bamng milik dacrah pada SKPD
4. Kegatan Admimstras: Pendapatan Daerah pada Perangkat Daemb
¢ Pelaporan pengelolaan retribusi dacmh
5. Administrasi Kepegawmian Perangkat daerah
¢ Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
6. Administrasi Umum Perangkat Dacrab
* Penyedisan komponen instalasi litrik/pencrangan bangunan kantor
¢ Penyecizan peralatan dan periengkapan kantor
* Penyediaan peralatan rumah tangga
* Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
* Penyedizan bahan bacuan dan peraturan perundang-undangan
* Penyelenggnraan rapal koordinasi dan konsultasi SKPD
7. Pengadaan Bamng Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Diaserah
e Pengadaan pedung kantor atau bengunan lammya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah
« Penyedisan jusa surat menyurat
» Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listnik
» Penyedizan jasa pelayanan umum kantor
9. Pemclihamnan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan Pemenintahan
Daeruh
e Penyediann jass pemelihsrann bigya pemeliharasn  dan  pajak
kendaraan perorangan dinas atau kendaraon dinas jabatan
* Penyediaan  jasa  pemclibarsanbisya  pemclibarman.pajak  dan
penizinan kendarsan dinas operasional atau lapangan
= Pemeliharaan peralatan dan mesin lninnya
* Pemelibaman/rehabilitas) gedung knntor dan bangunan lainnya

B. Program Informasi dan Komunikas Publik
1. Kegatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemeriniah
Dacrah KabupatenKota
» Pengelolasn medis komunikasi publik
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* Pelayanan informasi publik
* Penyclengguman hubungan masysmiat, media dan  kemitrwan

komunitas

C. Program Aplikasi Informatika
I. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pmerintah Daerah

Kabupaten/Kots

s Pengembangan aplikasi dan proses bisms pemerntahan berbasis
elektormk

* Pengembangan dan pengelolnan ekosisiem Kabupaten/kota cerdas
dan kota cerdas

* Pengembangan dan pengelolaan sumber dava tekoologi informas:
dan komunikast pemenntah deerah

D. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Infermas:
1. Penctapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat dacmb
Kabupaien/Kota
kabupaten/kota

15



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Progmm Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengmkan
program prioritas RPJMD yang dengan tugas dan fungs: Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian. Rencana program prioritas beserta indikator keluwran
program sebagaimana tercantum dalam RPIMD, selanjuinya dijzbarkan Dinas Komunikssi,
Informatika, Statistik dan Persandinn ke dalam rencans kegiatan uniuk setiap program
priontas tersebut.  Pemilihan kegiatan untuk  masmg-masing  program  priontas  im
didasarkan atas stralegi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statisuk dan
Persandinn. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat
menunjukkan akuntabilitas kinerja sesum dengan tugas dan [ungsi Dinas Komunikas,
Informatika, Statistik dan Persandian.

Pencapaian indikator kinera yang telab ditetapkan merupakan keberhasilan dan
tujuan dan sasaman program yang telah direncanakan Indikator kKinerja dipergunakan
schagni data dan informes: dasar untuk melakukan identifiknsi masalah, menentukan
kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah vang
berkembang, memantau perkembangan pelaksansan program kebijakan, scbagai bahan
pengendalion dan evaluasi dampak dan kebijakan vang telah dibuat serta sebagm laporan
pertanggunggawaban kepads masyarakat

Pendanaan indikatif sehagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang
tersedia unfuk pelaksansan program dan kegiatan tahunan. Program-program priontas yang
lelah disertai kebutuhan pendannan atau pendansan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke

Rencana progmam, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut

I. Penyusunan dokumen perencansan perangkal deerah im merupakan kegmian
belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator
perencanaan sclama satu tahun pada Dinas Komunikasi Informatika, Statisuk dan
Persandiun;

2. Penyediaan gaji  dan  tumangan  ASN  merupakan  kegiatan  pokok  yang
mengakomodir kebutuhan gaj dan tunjangan pns selama satu tahun di Dinas
Komunikasi, Informatika, Stavstik dan Persandian,

3. Pelaksanaan Penatausahasn dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD merupakan
kegiatan belamja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa operator
kewangan selama saty tshun di Dinas Komunikasi, Informatiks, Statistk dan
Persandian;
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4. Penatausshasn barang milik dacrah pada SKPD merupakan kegiatan belatja
langsung yang mengakomodir kebutuhsn biaya jasa operator BMD selama satu
tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

5. Pelaporan pengelolsan retribusi daerah merupakan kegiaton belanja langsung yang
mengakomodir kebutuhan bisya jasa operator pendspatan sclama satu twhun di
Dinas Komumikasi, Informatika, Stanstik dan Persandian;

6. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian merupakan kegiatan
belanja langsung yang mengakomodir kebutuhan biaya jasa tenaga operalor
kepegawnmn sclams satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statustik dan
Persandhan,

7. Penyedisan komponen instalasi litrik/penerangan hangunan kantor kantor im
merupakan  kegiatan belanja langsung pokok yang menyedinkan  kebutuhan
komponen instatasi histrik/penerangun bangunan kator selama satu tahun;

8. Penyedisan peralutan dan perlengkapan kantor ini merupakan kegiatan belanja
langsung yang mengakomodir kebutuban belanjo alit wlis kanlor sclama satu tahun,

9. Penyediaan peralatan rumah tangga ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok
vang menvedinkan kebutuhan peralatan kebersihan dan baban pembersih sclama
satu tahum;

10, Penyediann barang cetakan dsn pengeandasn im merupokun kogintan belanga
langsung pokok vang mengakomodir kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan
selama satu tahun;

| 1. Penyediaan bahan bacaan dan peruturan perundang-undangan undangan merupakan
kegatan belanja langsung yang menyediakan kebutuhan bahan bacaan berupa sumt
kabar/majaluh selama satu tahun;

12. Penyelenggaran mpat koordinasi dan konsultasi SKPD daemh im merupakan
keginstan belanja langsung yang mengakomodiv pegalanan dinas dalam mngka
menghadin mpat-mpat yang dilaksanakan di lvar Kabupaten Pangandaran,

13 Pengadaan gedung kantor atou bungunan lamnya merupakan kegialan belanga
langsung vang mengakomodir biava sewa gedung kantor selama sstu tahung

14. Penyedinan jasa sural menyurat merupakan kegiatan belanja langsung  yang
satu tahun,

15. Penyedigan jnsa komunikasi, sumber doys air dan listnk merupaknon kegintan
belamn langsung yang mengakomodir kebutuhan baya tagihan listnk dan inlernet
sclama satu tahum,

16. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor merupakan kegmtan belama langsung
yang mengakomodir biaya jass tensga kebersihan, jesa tenaga keamanan, jasa
tenagn pengemudi, makanan dan mimuman kantor selama satu tahun:
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17. Penyedisan jasa pemelibaraan, bisya pemcliharaan dan pajak kendamsan peromngan
dinas atau kendaraan dinas jabatan merupakan kegiatan yang mengakomodir
kebutuhan biaya bahan bakar minyak, servis kendaraan pajak kendarman jabatanb
selama satu tahun;,

18 Penyediaan jusa pemeliharaan, biaya pemelibaraan pajak dan perizinan kendanaan
dinas operasional otan lapangan merupakan  kegmtan yang mengakomodic
kebutuhan biaya bahan bakar minyak, servis kendwraan, pasjak kendaraan

19. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya merupakan kegiatan belanja langsung
yung mengakomodir kebutuhan biaya servis komputer, printer dan ac selama satu
tahun;:

20. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya merupakan kegiatan
belanjs langsung yang mengakomodir kebutuhan baya pemelibaraan Gedung
kantor selama satu tahun;

21, Pengelolaan medin komunikasi publik merupakan kegiatan peliputan acam-acam
penting atau event di Kabupaten Pangandaran;

22 Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan penyusunan daftar informasi publik
untuk scluruh skpd limgkup Kabupaten Pangandaran;

23. Penyelenggaraan hubungan masyarakst, media dan kemitman komunitas merupakan
kegiatan yang mengakomodir biaya kerjasama degan media,

24, Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemenntaban berbasis  elektormk
merupakan kegiatan yang mengakomodir kebutuhan biaya ienaga programmer
selama satu tahun di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

25. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi mformas dan kommikasi
operator command center selama satu whun di Dinas Komunikasi, Informaiika,
Swutistik dan Persandian,

26. Operasionalisas:  jaring komunikasi sandi pemenntah daemb  kabupsien/kota
merupakan kegiatan belanja langsung yang mengnkomodir kebutuhan biaya jass
operntor senapaty/persandian sclama satu ahun di Dinas Komunikasi, Informatika,
Swtistuk dan Persandian Kabupaten Pangandaran,



BABY
PENUTUP

Pangandarun Tahun 2022 im disusun sebagai acunn dalem pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan dalam pelaksansan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya dukungan dan peran aktif scluruh komponen kelembagaan
akan sangat menentukan hasil capaian program dan kegiatan. Hasil capwsan program dan
kegintan dimaksud selanjutnya akan diketahui dan dicvaluasi melalu  Laporan
Akuntahilitas Kinega instansi Pemenntah (LAKIP) yang disusun pada periode akhir tabun,
LAKIP tfersechut merupakan media pertanggungjawsban untuk menunjukkan  tnghat
akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan,

Demikian Rencana Kerga Dinas Komunmikasi, Informatika, Statisnk dan Persandian
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 i disusun scbagal acuan dan pedoman bag
pelaksansan program dan kegiatan pada lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

Parigi, 09 Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
N PANGANDARAN

P. 19720106 199803 1 002
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TABEL TC.30
Pencapalan Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandlan

Kabupaten Pangandaran
Indikatoe Target Renatra Reafisesl Capalan Proyelsl |
000 | 2001 | 2002 | 2023 | 2024 | 2008 | 2026 | 2020 | 2021 1022 e

Meningkatnya akuntabilitas dinas B n/a nfa n/a n/a n/a n/a A nfa -

Publikasi data statistik sektoral 5 nfa n/a n/a n'a n/'s nf'a . n/a

Meningkatnya tatalaksana peamrintahan barbasis elaktronik 25| o | | o | e | e | e | 3 - _

Nilal LHE AKIP Diskomindo nfa | 8946 | 8966 | 89,76 | 8012 | 9048 | 9084 [ n/a 83,46 85,66

Persentase aplikasi yang dimanfaatian secara balk nfa | 78% 79% | B2% | 8s% | Ba% | 90% | /s TT% TO%

Persentass pengamanan Informasin daerah nfa 55% 6% | 65% | 70 | 75% | BOR n/s 23% Gl

Persentass penyebaran informas publik nfa | SO% s5% | 60% | 65% | Tom | 7% n/a T1% 55%

Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral n/a i) 5% 30% 40% 45% nfa 8.3% 5%
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